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Menimbang

168

bahwa dalam pelaksanaan penyertaan
modal daerah yang bersumber dari APBD
Provinsi sebagai implementasi Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, dapat
dilakukan dengan meningkatkan
pemerataan hasil pembangunan ekonomi
melalui kerja sama lintas wilayah
Kabupaten/Kota dengan program Kkerja
sama yang saling menguntungkan;

bahwa untuk memenuhi maksud dalam
huruf a di atas tentang Penyertaan Modal
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam  Kerjasama  Saling
menguntungkan Lintas Wilayah dan



Mengingat

1.

Daerah Kabupaten/Kota perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2853) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2944);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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10.

tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 107
Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara  Tahun 2000
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2005;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 158
Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara  Tahun 2000
Nomor 209);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2002
tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah Provinsi Kepulaun Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002
Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran
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Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM KERJA SAMA
SALING MENGUNTUNGKAN LINTAS
WILAYAH DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur
beserta perangkat daerah otonomi yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung.



